
 
 

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN IMBALAN 

JASA KURATOR DALAM KEPAILITAN PT. TELKOMSEL STUDI 

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO.48PK/PDT.SUS.PAILIT/2013 

SKRIPSI 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR 

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM 

Oleh: 

Ahmad Nur Fauzy Al Arif 

13340107 

 

PEMBIMBING: 

1. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL 

2. Dr. Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si 

 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2017 



 

ii 
 

ABSTRAK 

 Setelah melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya tentu kurator juga berhak 

mendapatkan haknya berupa imbalan. Penetapan imbalan jasa kurator dalam perkara kepailitan 

diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

PKPU, namun dalam praktiknya penetapan imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan selalu 

menjadi masalah baru setelah kepailitan berakhir, penetepan imbalan sering dianggap tidak adil 

karena dianggap terlalu besar, apalagi dalam penetapan imbalan ini berlaku Pasal 91 Undang-

Undang No. 37 tahun 2004 yang dalam penejelasnnya menyebutkan bahawa terhadap penetapan 

imbalan jasa kurator tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dari faktor yang diuraikan diatas maka 

mendorng  penulis untuk melakukan penelitian  terhadap pembatalan penetapan imbalan jasa 

kurator dalam kepailitan PT. TELKOMSEL dalam putusan peninjauan kembali No. 

48PK/Pdt.Sus.Paili/2013. 

 Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

bagaiman nilai validitas argumen hakim dalam putusan peninjauan kembali 

No.48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013 dalam kasus pembatalan imbalan jasa kurator kepailitan PT. 

TELKOMSEL VS PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA, untuk menjawab rumusan yang penulis 

angkat, maka penulis melakukan Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research) yang berupa studi putusan peninjauan kembali No. 48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013 

yang kemudian hasilnya penulis analisis dengan metode deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian 

yang hasil penelitiannya nanti tidak hanya memberikan gambaran yang deskriptif namun 

meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut. Teknik perolehan data melalui studi 

pustaka merupakan teknik pengumpulan  data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, 

termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan 

rumusan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau 

pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pembatalan imbalan jasa bagi Kurator dalam 

perkara kepailitan. 

 Hasil dali penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam 

putusan peninjauan kembali No. 48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013  sudah memenuhi nilai aspek yuridis, 

nilai aspek filosofis dan nilai aspek sosiologis, sehingga sudah mencerminkan keadilan yang 

berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan 

masyarakat (social justice). bahwa terhadap penetapan imbalan jasa kurator dapat dilakukan 

peninjauan kembali, mangenai ketentuan Pasal 91 UU Kepailitan dan PKPU dan penjelasannya 

yang menyatakan “pengadilan dalam tingkat terakhir” adalah bahwa terhadap penetapan tersebut 

“tidak terbuka upaya hukum”. Frase “pengadilan dalam tingkat akhir” menunjukan bahawa 

penetapan tersebut sudah bekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum. 

Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum biasa yaitu banding, perlawanan, maupun 

kasasi, sehingga untuk upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dapat dilakukan 

terhadap penetapan imbalan jasa kurator. 
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MOTTO 

 

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak 
memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan 

memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R.Muslim) 

 

Gantungkan Cita-Cita Mu Setinggi Langit! Bermimpilah 
Setinggi Langit. Jika Engkau Jatuh, Engkau Akan Jatuh Di 

Antara Bintang-Bintang. 
(Soekarno) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah bunyi Pasal 1 ayat (3) 

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 

sehingga mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus 

senantiasa berdasarkan atas hukum.
1
 Diantara kehidupan dalam kemasyarakatan itu 

termasuk juga kegiatan perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi yang diatur oleh 

hukum semestinya dipatuhi. 

 Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan merupakan 

aspek yang menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan 

usaha. Istilah “pailit” dan “kepailitan” memiliki pengertian yang berbeda. Pailit itu 

sendiri merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu  untuk melakukan 

pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.
2
 Keadaan tidak 

mampu membayar ini biasanya disebabkan karena kesulitan keadaan keuangan 

financial distress dari usaha debitor yang mengalami kemunduran. Merujuk kepada 

definisi yang diberikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

                                                           

 
1
 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Rajawali Press: Jakarta, 2010), hlm. 256. 

 
2
 M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, cet. Ke-2 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm.1. 



2 
 

 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut 

UU Kepailitan dan PKPU), maka kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 

Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas. Pengertian pailit dapat disarikan dari Pasal 2 dalam 

UU ini, yaitu putusan pengadilan atas Debitor yang mempunyai dua atau lebih 

Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, secara tata bahasa, kepailitan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit sendiri 

adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.
3
 

 Menurut Radin dan Warren sebagaimana dikutip Edward Manik menyatakan 

bahwa kepailitan tidak lain adalah suatu mekanisme kolektif untuk menagih utang 

dan membagi hasilnya secara benar.
4
 Hukum kepailitan hadir untuk mengatur dan 

melindungi agar seluruh kreditor dapat terakomodir dalam penyelesaian utang 

piutang.
5
 Pada perkembangannya, hukum kepailitan bertujuan melindungi debitor, 

kreditor sekaligus kepentingan pihak yang terkait atau stakeholders. 

                                                           
 

3
 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Perwasitan 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, (Djambatan: Jakarta, 1992), hlm. 29. 

 
4
 Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, (Mandar Maju,:  Bandung, 2012), hlm. 5. 

 
5
 Kartini Muljadi, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, Rudhy A. 

Lontoh (Eds), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, (Alumni, Bandung: 2001), hlm.75-76. 
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 Sebuah perkara kepailitan paling tidak melibatkan Debitor dan Pemohon 

Pernyataan Pailit, baik Debitor itu sendiri maupun Kreditor serta pihak lain yang 

disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu, kepailitan 

memerlukan Kurator yang berperan sebagai pihak netral yang melaksanakan 

pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.  Kurator yang ditunjuk adalah Kurator 

yang diusulkan oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit. Jika pihak yang 

berwenang tidak mengusulkan Kurator, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) 

diangkat sebagai Kuratornya,
6
 ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) 

UU Kepailitan dan PKPU.  

 Pengertian kurator sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU 

ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh 

pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah 

pengawasan hakim  pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Kurator ini 

bukanlah bekerja tanpa imbalan. Dengan  berlakunya UU Kepailitan dan PKPU, 

kurator merupakan profesi baru. Tugas Kurator diuraikan dengan jelas dalam UU 

Kepailitan dan PKPU, sedangkan hak Kurator berupa imbalan akan diberikan setelah 

kepailitan dinyatakan berakhir, sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU Kepailitan dan 

PKPU yang berbunyi, “besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan 

berakhir”. 

                                                           
 

6
 M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, cet. Ke-2 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm. 126 
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 Adapun berakhirnya kepailitan disebabkan oleh beberapa cara, yaitu jika 

terjadi pemberesan, jika putusan pailit dicabut, atau jika kepailitan berakhir karena 

putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pengadilan 

sebelumnya, serta perdamaian. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penetapan 

imbalan jasa Kurator dalam keadaan tersebut ditemukan pada Pasal 17 UU Kepailitan 

dan PKPU yang mana pedomannya akan diatur kembali melalui sebuah keputusan 

menteri yang berwenang sebagaimana atribusi Pasal 76 juncto Pasal 75 UU tersebut. 

 Pedoman Menteri yang dimaksud diatas yaitu Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi 

Kurator dan Pengurus (selanjutnya disebut Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998) yang 

mulai berlaku tanggal 22 September 1998, sebagaimana dirubah dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi 

Kurator dan Pengurus (selanjutnya disebut Permenkumham No. 1 Tahun 2013) yang 

berlaku sejak tanggal 11 Januari 2013, yang sudah diperbarui lagi dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Bagi 

Kurator dan Pengurus.  

 Untuk pengaturan imbalan jasa Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai 

kurator, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 

2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 

Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 

Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 
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 Hal dalam perkara kepailitan yang selalu menjadi permasalahan dan sering 

dibahas adalah mengenai imbalan jasa yang diterima oleh kurator. Walaupun sudah 

ada aturan yang jelas mengenai imbalan jasa yang diterima kurator namun sering kali 

dianggap tidak adil dan terlalu besar bila dibandingkan dengan berat pekerjaan yang 

dilakukan kurator, apa lagi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 91 UU Kepailitan 

dan PKPU dan penjelasannya yang menyatakan semua penetapan ditetapkan dalam 

tingkat terakhir. 

“Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit 

ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-

Undang ini menentukan lain.” 

Terhadap penetapan imbalan jasa kurator tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum 

karena ditetapkan dalam tingkat akhir, demikian bunyi dari penjelasan Pasal 91 UU 

Kepailitan dan PKPU   

“Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan administratif, 

misalnya penetapan tentang honor Kurator, pengangkatan atau 

pemberhentian Kurator. Yang dimaksud dengan "Pengadilan dalam 

tingkat terakhir" adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka 

upaya hukum” 

 Dalam putusan Mahkamah Agung Perkara No. 444 K/Pdt.Sus/2010 dalam 

kasus kisruh pembayaran imbalan jasa kurator dalam kepailitan PT Cipta Televisi 

Pendidikan Indonesia (TPI), Majelis hakim dipimpin Mohammad Saleh, Djafni 

Djamal, dan Mahdi Soroinda Nasution menegaskan tidak terbuka upaya hukum 
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terhadap penetapan honor kurator. Majelis merujuk pada Pasal 91 Undang-Undang 

No. 37 Tahun 2004 dan penjelasannya tersebut diatas.
7
 

 Namun berbeda halnya dengan kasus kisruh imbalan jasa kurator dalam 

kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) diatas, yang pengajuan 

upaya hukum atas penetapan pengadilan menganai imbalan jasa kuratornya ditolak 

dengan dasar Pasal 91 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan penjelasannya, 

permohonan peninjaun kembali mengenai penetapan imbalan jasa kurator yang 

diajukan oleh PT. TELKOMSEL diterima dan mengabulkan pembatalan imbalan jasa 

kurator yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam penetapan No. 

48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo No. 704K/Pdt.Sus/201, pembatalan imbalan jasa 

kurator tersebut termuat dalam putusan peninjauan kembali 

No.48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013. 

 Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk  meneliti 

putusan tersebut dengan judul ” Analisis Terhadap Pembatalan Penetapan Imbalan 

Jasa Kurator Dalam Kepailitan PT. TELKOMSEL Studi Putusan Peninjauan Kembali 

No.48PK/Pdt.Sus.Paili/2013. 

  

 

                                                           
 

7
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb7715162988/tak-ada-upaya-hukum-untuk-

fee-kurator 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiman nilai validitas argumen hakim dalam putusan peninjauan kembali 

No.48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013 dalam kasus pembatalan imbalan jasa kurator 

kepailitan PT. TELKOMSEL VS PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Untuk menemukan ada tidaknya kesalahan dalam pembatalan penetapan 

imbalan jasa kurator dalam kepailitan PT. TELKOMSEL vs PT PRIMA 

JAYA. 

2. Untuk menganalisis sudah sejalan atau tidak pertimbangan hakim dalam 

putusan pembatalan imbalan jasa kurator dalam kepailitan dengan teori 

hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat 

yang akan diperoleh antara lain :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat karangan ilmiah.  

b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku 

perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.  

c. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.  

d. Dapat membandingkan antara hukum positif dengan praktik yang terjadi 

di masyarakat.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyelesaian 

kisruh pembagian imbalan jasa kurator dalam perkara kepailitan  

b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam 

penelitian ini baik Kurator maupun pemerintah, dalam hal ini pengadilan 

niaga mengenai bagaimana seharusnya pertimbangan dalam penetapkan 

imbalan jasa harus lebih menekankan pada keadilan demi tercapainya 

tujuan dari hukum itu sendiri.  

c. Dapat diharapkan menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen, dan 

masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

penetapan imbalan jasa bagi Kurator terkait dengan tugas dan 

wewenangnya dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana tata cara 

penetapan imbalan jasa bagi Kurator dalam kepailitan.   

E. Telaah Pustaka 

Suatu penelitian dapat diakui sebagai karya yang original oleh seorang peneliti, 

maka dibutuhkan telaah pustaka didalamnya, untuk dapat meletakan penelitian 

tersebut diantara penelitian yang lain supaya menjadi pembeda antara penelitian yang 

mengangkat judul atau pembahasan yang hampir sama. 

Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan belum ada karya yang sama persis 

dengan bahasan dan tema yang sama sebagai berikut: 
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 Pertama, Artikel yang ditulis oleh  Filia Christiani, Djumikasih, 

SH.,M.Hum, Herlin Wijayanti, S.H.,M.H yang berjudul “ Konsistensi 

Pengaturan Imbalan Kurator Dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Dan Pasal 17 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004” yang membahas tentang 

ketidak konsistenan hukum mengenai pengaturan pihak yang membayar biaya 

jasa Kurator dalam hal kepailitan batal di tingkat kasasi. Pasal 2 ayat (1) huruf c 

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 2013 menegaskan bahwa dalam 

hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan 

kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh Hakim dan dibebankan kepada 

pemohon pernyataan pailit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) 

Undang-undang No 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa biaya kepailitan dan 

imbalan jasa Kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada 

pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis Hakim 

tersebut.  

     Isi Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 

2013 telah mengurangi isi Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 37 Tahun 2004 

dalam menentukan pihan yang akan dibebankan untuk membayar imbalan 

Kurator. Hal ini menyebabkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 1 tahun 

2013 tentang Pengaturan Imbalan Kurator dan Pengurus ini telah bertentangan 

dengan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
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Kewajiban Pembayaran Utang dan hirarki pembentukan peraturan perundang-

undangan yang tercantum dalam Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
8
 Sedangkan peneletian yang 

penulis lakukan menitik beratkan pada Analisis Terhadap Pembatalan Penetapan 

Imbalan Jasa Kurator Dalam Putusan Peninjauan Kembali 

No.48pk/Pdt.Sus.Paili/2013. 

 Kedua, Artikel hukum yang ditulis oleh  Jumdesra yang Berjudul 

“Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pembayaran Imbalan Bagi Kurator 

(Studi Kasus Putusan Penetapan Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga. Jkt.Pst Jo 

Nomor 704 K/ Pdt.Sus/2012)” yang membahas tentang Pertimbangan Majelis 

Hakim mengenai imbalan jasa kepada Tim Kurator Telkomsel, dalam Penetapan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 berdasarkan 

Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir karena putusan kasasi 

atau peninjauan kembali maka besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan oleh 

Hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon 

dan debitur dengan perbandingan yang ditetapkan oleh majelis Hakim. yang 

kemudian besar Fee didasarkan pada Surat Keputusan menteri Kehakiman 

                                                           
 

8
 Filia Christiani, Djumikasih, SH.,M.Hum, Herlin Wijayanti, S.H.,M.H yang berjudul “ 

Konsistensi Pengaturan Imbalan Kurator Dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004”, Fakultas Hukum Brawijaya 
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Nomor M-09-HT.05.10 tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa 

Bagi Kurator dan Pengurus.  

 Putusan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 

tidak sesuai dengan asas keadilan karena Majelis Hakim yang memutuskan 

Imbalan tersebut tidak mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, 

kemampuan, dan tarif kerja Kurator yang bersangkutan dalam penetapan jumlah 

imbalan. Serta tidak mempertimbangkan adanya aturan baru yang telah lahir 

berkaitan dengan ketentuan tentang Pedoman Besarnya imbalan bagi Kurator dan 

Pengurus (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013).
9
 

Sedangkan peneletian yang penulis lakukan menitik beratkan pada Analisis 

Terhadap Pembatalan Penetapan Imbalan Jasa Kurator Dalam Putusan 

Peninjauan Kembali No.48pk/Pdt.Sus.Paili/2013 

 Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Heru Permana Putra yang berjudul 

“Pembagian Imbalan Jasa Bagi Kurator Di Pengadilan Niaga Jakarta” yang 

didalamnya membahas tentang Pembagian imbalan jasa bagi Kurator di 

Pengadilan Niaga Jakarta yang sudah sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Dimana ketentuan tersebut di atur dalam Surat 

Keputusan Mentri Kehakiman RI M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman 

                                                           
 

9
 Jumdesra “Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pembayaran Imbalan Bagi Kurator (Studi 

Kasus Putusan Penetapan Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/ 

Pdt.Sus/2012)”2015 
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Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus. Dapat disimpulkan bahwa 

peraturan perundang-undagan, dalam hal ini hukum positif yang berlaku di 

Indonesia berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan atau praktik 

(empiris). 

 Bahwa terdapat dualisme pengaturan hukum antara ketentuan SK Mentri 

Kehakiman RI Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya 

Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus dengan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

yang mana hal ini merupakan sebuah pembelajaran hukum yang tidak baik bagi 

semua pihak terutama pihak-pihak yang peduli tentang hukum positif Indonesia, 

meskipun dalam praktiknya Hakim selalu memilih berpedoman kepada undang-

undang dibandingkan kepada SK mentri.
10

sedangkan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah mengenai pembatalan penetapan imbalan yang dilakun oleh 

Mahkamah Agung melalui prosedur Peninjauan kembali, penulis menganalisis 

apa yang menjadi pertimbangan hakim apakah ada kesalahan didalammnya.  

                                                           
 

10
 Heru Permana Putra, Pembagian Imbalan Jasa Bagi Kurator Di Pengadilan Niaga 

Jakarta,(Padang: Universitas Andalas, 2011) 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Penalaran Hukum (legal reasoning) 

    Penalaran hukum (legal reasoning) adalah kegiatan berpikir problematis 

tersistematis (gesystematiseerd probleemdenken) dari subjek hukum (manusia) 

sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. 

Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang 

bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional 

dan multifaset).
11

 

    Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis 

mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri khas penalaran hukum adalah: 

a. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-

aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah 

asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang 

yang termasuk dalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi 

putusan yang sama berdasarkan asas similia similibus (persamaan); 

b. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu 

(konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-

aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan 

hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabili-tas; 

                                                           
 

11
 Shidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan”, (Disertasi, 

Universitas Katolik Parahyangan, 2004), hlm. 486. 
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c. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni 

menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawan-an, baik dalam 

perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses 

mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak 

dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.
12

 

Ada beberapa pakar yang menyebutkan langkah-langkah dalam penalaran 

hukum. Kenneth J. Vandevelde menyebutkan lima langkah penalaran hukum, 

yaitu: 

a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin,  biasanya berupa 

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the 

applicable sources of law); 

b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum 

yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the 

sources of law); 

c. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam   struktur yang 

koheren, yakni strukturmyang   mengelompokkan aturan-aturan khusus 

di bawah   aturan   umum (synthesize the applicable rules of law into a 

coherent structure);  

d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts); 

                                                           
 12 B. Arief Shidarta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang 

Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum 

Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 166-167 
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e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk 

memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, 

dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan 

hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure 

of rules to the facts).
13

 

Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang 

harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus antara lain:  

a. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau 

memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan 

secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi); 

b. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis 

(mengkualifikasi, pengkualifikasian); 

c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan; 

d. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan 

hukum itu; 

e. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus; 

f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan 

penyelesaian; 

                                                           
 

13
 Shidarta, “Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim”, Makalah dibawakan pada Seminar 

Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand 

Angkasa, Komisi Yudisial, (Medan, 2 - 5 Mei 2011), hlm. 3-4 

  



16 
 

 

g. Merumuskan (formulasi) penyelesaian. 

Sedangkan Shidarta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu: 

a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) 

kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang 

riil terjadi; 

b. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus ter-ebut dengan 

sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan 

perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term); 

c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk 

kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan 

hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan 

suatu struktur (peta) aturan yang koheren; 

d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;  

e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; 

f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian 

diformulasikan sebagai putusan akhir.
14

 

 

    Dalam proses penerapan hukum secara secara teknis operasional dapat 

didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran hukum induksi dan 

deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal 
                                                           
 

14
 Ibid, hlm. 4 
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dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab 

akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim pengadilan 

pada tingkat pertama dan kedua adalah judex facti. Setelah langkah induksi 

diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan 

hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan 

identifikasi aturan hukum.
15

 

    Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan 

hukum, yaitu kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma 

hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (vage normen) atau norma 

tidak jelas.
16

 Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), 

maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu: 

a. Lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah; 

b. Lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang khusus akan 

melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang 

khususlah yang harus didahulukan; 

                                                           
 

15
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cetakan 

Kedua, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 89 

 
16

 Ibid, hlm. 90 
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c. Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang  baru 

mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.
17

 

 

Selain melakukan penarlaran dalam memutuskan suatu perkara, putusan hakim  

juhar harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan 

sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan 

dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi 

pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan 

masyarakat (social justice). 

 

2. Penafsiran Hukum 

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu 

teks atau bunyi suatu Pasal berdasar pada kaitannya
18

. Dalam menjalankan 

tugasnya, hakim harus berpedoman kepada kodifikasi agar mendapat kepastian 

hukum. dalam hal ini, Indonesia menggunakan aliran Rechtsvinding berarti 

hakim memutuskan perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya 

yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden vrijheid (kebebasan yang 

terikat) dan vrije gebondenheid (ketertarikan yang bebas).  

                                                           
 

17
  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Ketiga,( 

Yogyakarta: Liberty,  2002), hlm. 85-87. 

 
18

 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta:  PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), hlm. 157 
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Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian 

atas dalil-lalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan cara yang 

dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.
19

 Isi Undang-

Undang kadang-kadang tidak jelas susunan katanya, juga tidak jarang 

mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran atau interpretatie  

terhadap Undang-Undang itu perlu
20

 

  Isi Undang-Undang kadang-kadang tidak jelas susunan katanya, juga 

tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran 

atau interpretatie  terhadap Undang-Undang itu perlu
21

. Ada beberapa metode 

penafsiran hukum yang lazim diterapkan yaitu : 

a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang 

karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri 

(penjelasan Undang-Undang menurut susunan kata-katanya).
22

 Dengan 

menggunakan interpretasi gramatikal, maka pengadilan dapat 

menyimpulkan bahwa; 

1) Naskah Undang-Undang tersebut jelas mengatur perkaranya; atau 

2) Ada dua naskah atau lebih solusi/pendektan yang dapat dipilih; atau 
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3) Naskah Undang-Undang trsebut, yang tersusun dalam kalimat, tidak 

mudah terpengaruh oleh soslusi.
23

 

Contoh suatu peraturan melarang orang memparkirkan kendaraannya di 

suatu tempat. 

b. Penafsiran Historis atau Sejarah, adalah meneliti sejarah dari Undang-

Undang yang bersangkutan, dengan demikian hakim mengetahui maksud 

pembuatannya. Penafsiran historis dibedakan menjadi dua yaitu : 

1) Sejarah hukum, konteks, perkembangan yang telah lalu dari hukm 

tertentu seperti KUHP, BW, hukum romawi dan sebagainya.
24

 

2) Sejarah Undang-Undang, yaitu penelitian terhadap pembentukan 

Undang-Undang tersebut, seperti ketentuan denda dalam KUHP 

pidana, sekarang dikalikan lima belas mendekati harga-harga pada 

waktu KUHP Pidana itu dibentuk. 

Contoh : seseorang yang melanggar okum didenda sebesar Rp. 500,-, maka 

denda sebesar itu jika diterapkan pada zaman sekarang jelas tidak sesuai, 

oleh karena itu harus ditafsirkan sesuai dengan keadaan harga yang 

sekarang ini. 
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c. Penafsiran Sistematis, yaitu dengan cara mempelajari sitem dan 

rumusan Undang-Undang ; yang meliputi: 

1) Penalaran analogi dan penalaran a kontario. Penggunaan a 

kontario yaitu  memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal 

undang-undang secara kebalikan. Sedangkan analogi berarti 

pengluasan berlakunya kaidah Undang-Undang. 

2) Penafsiran ekstensif dan restriktif (bentuk-bentuk yang lemah 

terdahulusecara logis tak ada perbedaan). 

3) Penghalusan atau pengkhususan berlakaunya undang-undang. 

d. Penafsiran Teleologis/Sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan  maksud 

atau tujuan dibuatnya Undang-Undang itu dan ini meningkatkan kebutuhan 

manusia yang selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang-

Undang tetap dan tidak berubah. Contoh walaupun Undang-Undang tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan akan tetapi jika Undang-Undang itu masih 

berlaku, maka tetap diterapkan terhadap kejadian atau peristiwa masa 

sekarang.
25

 

e. Penafsiran Authentic (Sahih dan Resmi), yaitu membersihkan penafsiran 

yang pasti sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu 

sendiri.
26

 Misal pasal 98 KUHP, dinyatakan malam, hal ini yang dimaksud 
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adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan pasal 100 

KUHP, dinyatakan binatang ternak, yang dimaksudkan di sini adalah 

binatang yang berkuku satu, mamah biak, dan babi. 

f. Penafsiran Ektensis (Luas), Yaitu menafsirkan berdasarkan luasnya arti 

kata dalam peraturan itu, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya, 

seperti : aliran listrik dapat dimasukkan kedalam kata benda, karena itu ada 

yang berwujud dan yang tidak berwujud. Contoh aliran listrik termasuk 

benda. 

g. Penafsiran Analogi, sesungguhnya hal ini sudah tidak termasuk 

interpretasi, karena analogi sama dengan qiyas, yaitu okum ibarat dengan 

kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya,  sehingga sesuai peristiwa 

yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian di anggap sesuai 

dengan bunyi aturan tersebut, misalnya, menyambung atau menyantol 

aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Misalnya: 

Hakim cari Undang-Undang untuk yang tepat untuk mengadili perkara 

kalau Undang-Undang tidak ada, maka ia lari ke: 

1) Yurisprudensi; 

2) Dalil okum adat; 

3) Melakukan Undang-Undang secara analogi (kontruksi okum). 
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Hakim kalau dalam melakukan Undang-Undang secara analogi ini harus 

berhati-hati dalam penggunaannya, maka ada hal-hal yang harus 

diperhatikan berikut ini:
27

 

1) Apabila ada perkara yang dihadapi dan perkara yang diatur oleh 

Undang-Undang cukup persamaannya, sehingga penerapan asas yang 

sama dapat dipertanggung jawabkan serta tidak bertentangan dengan 

asas keadilan. 

2) Apabila keadilan yang tertarik dari analogi okum itu serasi dan cocok 

dengan sitem serta maksud perundang-undangan yang ada. 

Tujuan melakukan secara analogi adalah untuk mengisi kekosongan dalam 

Undang-Undang. 

h. Penafsiran Restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi (mempersempit) 

arti kata dalam peraturan itu, misalnya, kerugian tidak termasuk kerugian 

yang terwujud seperti sakit, cacat, dan sebagainya.
28

  

i. Penafsiran Nasional, yaitu cara penafsiran dengan menilik sesuai tidaknya 

dengan okum okum yang berlaku. Contoh pasal 570 KUHPerdata sekarang 
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harus ditasirkan menurut hak milik yang sesuai dengan okum Indonesia 

yaitu pasal 20 ayat1 Undang-Undang Pokok Agraria. 

j. Penafsiran a Contrario (Menurut Pengingkaran), yaitu suatu cara 

menafsirkan Undang-Undang yang didasarkan pada perlawanan 

pengertuian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu 

Undang-Undang. Berdasarkan perlawanan (pengingkaran) itu ditarik 

kesimpulan bahwa soal yang dihadapi tiu tidak diliputi oleh pasal yang 

termaksud/ berada di luar pasal itu. Misalnhya pasal 15676 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata: “Penjualan benda yang disewakan tidak 

menyebabkan putusannya sewa menyewa”. Bagaimana kalau peristiwa 

penghibahan? Di dalam pasal 1576 KUH Perdata itu 

tertulis “penjualan” bukan “penghibahan.” Contoh lain pasal 34 KUH 

Perdata berbunyi bahwa; “seorang perempuan tidak diperkenankan 

menikah lagi sebekum lewat 300 hari setelah perkawinannya terdahulu 

diputuskan.” 

Bagaimana halnya bagi seorang laki-laki? Waktu tunggu 300 hari? 

Jawabannya tidak, karena pasal 34 KUH Perdata itu tidak menyebutkan 

bagi laki-laki, tetapi harus ditujukan kepada seorang perempuan. 

Maksud waktu menunggu dalam pasal 34 KUH Perdata bagi seorang 

perempuan itu adalah untuk mencegah adanya keraguan mengenai 
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kedudukan sang anak, ditetapkan waktu 300 hari karena waktu itu 

dianggap sebagai waktu kandungan yang paling lama. 

Hal-hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dasar berfikir a 

contrario itu merupakan lawan dari menafsirkan Undang-Undang secara 

analogis. Karena dasar berfikir a contrario itu sama sekali bukan dalil, 

bahwa pasal untuk suatu peristiwa tertentu juga dapat diadakan peraturan 

tersendiri itu, sudah bukti yang jelas bahwa peng Undang-Undang tidak 

menghendaki peristiwa yang serupa itu termasuk diatur juga 

k. Penafsiran Perbandingan yaitu penafsiran komparatif dengan cara 

membandingkan penjelasan-penjelasan agar ditemukan kejelasan suatu 

ketentuan undang-undang. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research) yang berupa setudi putusan peninjauan kembali No. 

48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013, yang digunakan untuk menemukan atau  

merumuskan tentang putusan peninjauan kembali mengenai pembatalan 

penetaan imbalan jasa kurator dalam perkara kepailitan sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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2. Sifat Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu 

penelitian yang hasil penelitiannya nanti tidak hanya memberikan gambaran 

yang deskriptif tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan 

penetapan imbalan jasa kurator dalam perkara kepailitan namun juga 

menganalisinya dengan teori penalaran hukum untuk menemukan jawaban 

dari permasalahan  yang ada. Maksudnya dalam penelitian ini tidak hanya 

pada pengumpulan dan penyusunan data, namun meliputi analisis dan 

interpretasi tentang data tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

 Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang 

objektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif,  yakni merupakan 

pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau 

mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkan 

dengan fakta-fakta, data mengenai penetapan imbalan jasa bagi Kurator dan 

prosedur pambatalannya. 

4. Sumber Data 

 Sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data 

sekunder  

a. Data primer  
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Data primer adalah data utama yang berhubungan secara langsung dengan 

subjek peneletian seperti: 

1) Putusan Peninjauan Kembali No.48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013 

2) Undang-Undang yang terkait : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

c) Keputusan Mentri Kehakiman Republic Indonesia Nomor. M.09-

HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa 

Bagi Kurator dan Pengurus 

d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung saat 

penelitian berlangsung seperti pendapat orang lain dan lain-lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data terdapat 

tiga teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara mandiri atau terpisah 

maupun digunakan secara bersama-sama.  

a. Studi Pustaka  

Merupakan teknik pengumpulan  data dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, 
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dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan rumusan masalah di 

atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, 

atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pembatalan 

imbalan jasa bagi Kurator dalam perkara kepailitan. 

6. Pengolahan Data dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan 

data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Data yang telah 

didapatkan akan diolah dengan metode : 

1) Editing 

Data yang diperoleh diperiksa atau diteliti untuk menjamin 

apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan kenyataan. 

b. Anilisis Data 

 Setelah data diolah, maka dilanjutkan dengan menganalisis 

data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yaitu analisis terhadap data dengan tidak menggunakan 

rumusan statistik, karena data tidak berbentuk angka-angka, melainkan 

dengan memakai uraian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan 

menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, pendapat-pendapat ahli dan teori-tori hukum kemudian ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama berisi pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, 

yaitu uraian mengenai alasan yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian dari 

latar belakang masalah diperoleh rumusan masalah yang merupakan pokok 

permasalahan yang akan dijawab memalui penelitian ini. Berikutnya da tujuan dan 

kegunaan penelitian yang memaparkan urgensi dan manfaat penelitian ini. Kemudian 

telaah pustaka yang menjadi pembanding penelitian ini dengan penelitian sejenis 

sehingga dapat diketahui keasliannya. Berikutnya ada kerangka teoritik yang berisi 

teori-teori yang digunakan sebagau pisau analisis terhadap data dan fakta-fakta yang 

ada. Setelah itu secara berurutan ada metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang tinjauan umum kepailitan yang 

diawali pengertian kepailitan melputi: pengertian pailit menurut para ahli dan 

Undang-Undang Kepailitan, kemudian tujuan dan manfaat kepailitan yang 

memaparkan apa tujuan dari kepailitan dan manfaat apa yang didapat dari kepailitan, 

yang selanjutnya memaparkan apa akibat hukum dari kepailitan dan pengurusan harta 

pailit, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara kepailitan, serta kurator dan 

ketentuan imbalan jasa kurator menurut Keputusan Mentri Kehakiman Republic 

Indonesia Nomor. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan 

Jasa Bagi Kurator dan Pengurus serta Didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia No 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan 

Pengurus. 
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Bab ketiga berisi kajian putusan  Mahkamah Agung dalam pembatalan 

penetapan imbalan jasa kurator pada putusan Peninjauan Kembali 

No.48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013. Bab ini menguraikan subjek hukum, posisi kasus dan 

pertimbangan hakim dalam pembatalan penetapan imbalan jasa kurator, dalam 

putusan tersebut. 

Bab keempat berisi tinjauan yuridis atas Putusan Peninjauan Kembali 

No.48PK/Pdt.Sus.Pailit/2013 tersebut dalam membatalkan penetapan imbalan jasa 

kurator. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama 

adalah nilai argument hakim ditinjau dari aspek yuridis, sub bab kedua nilai argument 

hakim ditinjau dari aspek filosofi dan aspek sosiologis. 

 Bab Kelima berisi kesimpulan dan saran penulis terkait hasil analisi 

 



 

126 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai 

Analisis Terhadap Pembatalan Penetapan Imbalan Jasa Kurator Dalam 

Kepailitan PT. TELKOMSEL Studi Putusan Peninjauan Kembali 

No.48PK/Pdt.Sus.Paili/2013 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pertimbangan Hakim Agung dalam putusan peninjauan kembali No. 

48PK/PDT.SUS.PAILIT/2013 sudah memenuhi nilai aspek yuridis, 

Hakim Agung sudah berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. 

Yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan sebagai patokan dalam membatalkan 

penetapan No. 48/Palit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 704 

K/Pdt.Sus/2012 
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Pertimbangan Hakim Agung sudah didasarkan pada fakta yuridis yang 

terungkap dalam persidangan yaitu: kesalahan Majelis Hakim Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat dalam penggunaan pedoman dalam menetapkan 

imbalan jasa kurator, Majleis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

menggunakan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09- HT.05.10 

Tahun 1998 yang seharusnya menggunakan Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM No. 01 tahun 2013. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat salah dalam menentukan jumlah imbalan dengan perhitungan 

persentase dari nilai aset harta pailit yang seharusnya menggunakan tarif 

jam kerja dari kurator. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

juga melampaui ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. 

Dari fakta yurids tersebut maka terpenuhinya syarat suatu Putusan yang 

sudah berkekuatan dapat diajukan peninjauan kembali yaitu adanya 

kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut. maka dari itu terpenuhilah 

unsur suatu putusan yang sudah berkuatan hukum tetap dapat dibatalkan 

oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 

Pertimbangan Hakim Agung sudah memenuhi nilai aspek filosofis 

dengan mempertimbangkan keadilan dengan menerima permohonan 

peninjauan kembali, menampik penjelasan Pasal 91 UU Kepailitan dan 

PKPU yang menyatakan tidak terbukanya upaya hukum terhadap 

penetapan imbalan jasa kurator yang dapat menimbulkan ketidak-adilan, 
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dan nilai aspek sosiologis, Hakim Agung telah mengendalikan reaksi 

masyarakat yang timbul dari akibat penetapan tersbut dengan 

menjalankan asas pengawasan tertinggi terhadap pelanggaran peradilan 

yang menjawab keresahan masyarakat dengan membatalkan penetapan 

imbalan jasa kurator tersebut. sehingga sudah mencerminkan keadilan 

yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral 

(moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice). 

2. Terhadap penetapan imbalan jasa kurator dapat dilakukan upaya hukum 

peninjauan kembali, mengenai ketentuan Pasal 91 UU Kepailitan dan 

PKPU dan penjelasannya yang menyatakan bahwa terhadap penetapan 

imbalan jasa kurator tidak terbuka upaya hukum hanya terbatas kepada 

upaya hukum biasa yaitu banding, perlawanan, maupun kasasi. Hal ini 

karena penetapan imbalan jasa kurator ditetapkan dalam pengadilan 

tingkat akhir yang menyebabkan penetapan tersebut sudah berkekuatan 

hukum tetap sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa. Dalam 

UU Kepalitan dan PKPU Pasal 14 dan Pasal 295 ayat (1) disebutkan 

bahwa Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada 

Mahkamah Agung. syarat dapat diajukannya permohonan peninjauan 

kembali pada suatu putusan jika setelah perkara diputus ditemukan bukti 

baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di 

Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan  atau dalam putusan 
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Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Didukung juga 

dengan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1) huruf c dan pasal 

67 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

B. Saran 

1. Untuk dilakukannya perbaikan terhadap Pasal 91 UU kepailitan dan 

PKPU serta penjelasannya, terutama dalam penjelasan mengenai tidak 

terbuka upaya hukum agar tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran. Karena 

ketika terhadap penetapan imbalan jasa kurator tidak dapat dilakukan 

upaya hukum itu merupakan sebuah ketidak adilan. Sementara setiap 

putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin 

kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan 

dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan 

dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan 

keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa 

ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan 

itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. 
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P U  T  U  S  A  N

Nomor :  48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan perselisihan imbalan jasa kurator pada 

pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara 

antara:

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, yang diwakili oleh Direktur 

Utama ALEX JANANGKIH SINAGA, berkedudukan di Wisma Mulia 

Lantai M-20, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta 12710, 

dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDRI, W. KUSUMA SH.,MH. 

dan kawan-kawan, para  Advokat pada kantor PRISM Law Office, 

beralamat di Indonesia Stock Exchange, Tower II Lantai 17, Jalan 

Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 25 Februari 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali 

dahulu Termohon;   

t e r h a d a p   

1 FERRI S. SAMAD, SH.,MH, Kurator, beralamat di Royal Palace 

Blok C. Nomor 10, Jalan Prof. Supomo Nomor 178 A, Jakarta 

Selatan;

2 EDINO GIRSANG, SH., Kurator, beralamat di Menara Thamrin, 

Jalan  M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta Pusat;

3 MOHAMAD SADIKIN, SH., Kurator, beralamat di Jalan 

Setiabudi Timur I, Nomor 20, Jakarta Selatan,  sebagai Para 

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon (Tim 

Kurator); 

d a n

PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA, berkedudukan di Gedung 

Permata Kuningan, Lantai Dasar, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 

– 12980, Indonesia, dahulu berkedudukan di Graha MIK, Lantai 8, Taman 

Perkantoran Kuningan, Jalan Setiabudi Selatan Kav. 16-17, Jakarta 

Selatan 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada: KANTA CAHYA, 

SH., Advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai Dasar, 

Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta – 12980, berdasarkan surat kuasa 



khusus tanggal 7 Maret 2013, sebagai Turut Termohon Peninjauan 

Kembali;  

Mahkamah Agung tersebut;  

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang,  bahwa  dari  surat-surat tersebut ternyata Termohon mengajukan 

permohonan peninjauan kembali terhadap Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat Nomor 048/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2013 

yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:   

bahwa membaca surat dari FERI S.SAMAD,SH.,MH., EDINO GIRSANG, SH., 

dan MOHAMAD SADIKIN,SH., selaku Tim Kurator PT.Telekomunikasi Selular 

(Dalam Pailit) No.01/KUR-TLK/I/2013, tertanggal 22 Januari 2013, perihal Permohonan 

Penetapan Imbalan Jasa  Kurator dan Biaya Kepailitan atas berakhirnya Kepailitan 

PT.Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI 

No.704 K/Pdt.Sus/2012; 

          bahwa dengan  berakhirnya kepailitan PT Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit), 

Kurator telah mengajukan biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa (fee) Kurator sebagai 

berikut:  

• Imbalan Jasa Kurator proses kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (Dalam 

Pailit) sebesar  Rp587.232.227.000,00  (lima ratus delapan puluh tujuh milyar 

dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan 

rincian sebagai berikut: 

• Imbalan Jasa Kurator: Rp58.723.227.000.000,00 x 1% =       

Rp587.232.227.000,00  (lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga 

puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); 

• Biaya Kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit) sebesar   

Rp240.500.000,00  (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa Hakim Pengawas dalam laporannya telah berkesimpulan bahwa: 

• Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)  dan Ayat (3)  Undang-Undang 

No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang  mengatur bahwa Imbalan Jasa Bagi Kurator  dalam hal Kepailitan  

berakhir karena putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali maka besarnya imbalan 

jasa Kurator ditentukan oleh Hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan 

pailit atau kepada pemohon dan debitur dengan perbandingan yang ditetapkan 

oleh majelis hakim tersebut; 



• Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) c jo Ayat (2) Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman  Republik Indonesia Nomor : M-09-HT.05.10-Tahun 1998 

tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, 

menyatakan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat 

Kasasi atau Peninjauan Kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim 

dan dibebankan kepada Debitur dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah 

dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan dengan 

ketentuan paling Tinggi 2 % dari nilai harta Debitor; 

• Bahwa, dengan berakhirnya Kepailitan No. 048/Pailit/2012/PN. Niaga JKT.PST 

maka dengan ini Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Kurator 

untuk mengajukan imbalan jasa Kurator dan Biaya Kepailitan  kepada Majelis 

Hakim Pemutus;  

• Bahwa namun demikian mengenai besarnya fee/imbalan jasa bagi Kurator dan 

Biaya Kepailitan tersebut Hakim Pengawas menyerahkan sepenuhnya kepada 

yang terhormat Majelis Hakim Pemutus perkara a quo untuk menetapkannya; 

Bahwa amar Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 48/PAILIT/2012/PN. 

Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013 yang telah 

berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1 Mengabulkan permohonan Tim Kurator PT. Telekomunikasi 

Selular (Dalam Pailit) untuk sebagian; 

2 Menetapkan Imbalan Jasa Kurator kepailitan PT. 

Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit) sebesar  Rp 

293.616.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar enam 

ratus enam belas juta rupiah)  dan dibebankan kepada Pemohon 

(PT. Prima Jaya Informatika) dan Debitur (PT. Telekomunikasi 

Selular) masing-masing setengah bagian yaitu Rp 

146.808.000.000,00 (seratus empat puluh enam milyar delapan 

ratus delapan juta rupiah);

3 Menetapkan  pembebanan  biaya  kepailitan dalam proses 

kepailitan 

PT. Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit) sebesar Rp240.500.000,00  (Dua 

Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan dibebankan kepada 

Pemohon (PT. Prima Jaya Informatika) dan Debitur (PT. Telekomunikasi 
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Selular) masing-masing setengah bagian yaitu Rp120.250.000,00 (seratus 

dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu); 

4 Penetapan ini berlaku sampai selesai dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa sesudah penetapan yang telah berkuatan hukum tetap 

tersebut yaitu Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

48/PAILIT/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 

2013 tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 11 Februari 2013, terhadap 

penetapan tersebut, oleh Pemohon melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 25 Februari 2012, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2013, 

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05 PK/

Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 704 

K/Pdt.Sus/2012, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali 

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu 

juga;   

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon 

(Tim Kurator) dan Turut Termohon pada tanggal 28 Februari 2013, kemudian Para 

Termohon (Tim Kurator) dan Turut Termohon mengajukan jawaban alasan peninjauan 

kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-

masing pada tanggal 11 Maret 2013;  

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo  telah 

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan 

dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh 

karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat 

diterima;

Menimbang, bahwa  Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-

alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR PENGAJUAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN 

KEMBALI. 

1 Bahwa berdasarkan Pasal 91 UU.Kepailitan No.37/2004 beserta dengan 

Penjelasannya diatur sebagai berikut: 

Pasal 91 UU. Kepailitan No.37/2004: 



"Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta 

pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir kecuali undang- 

undang ini menentukan lain. " 

2 Bahwa dalam penjelasan Pasal 91 UU. Kepailitan No.37/2004 pada intinya 

dijelaskan bahwa karena Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan tersebut di  atas 

adalah sebagai Pengadilan dalam tingkat terakhir, maka terhadap penetapan tersebut 

tidak terbuka upaya hukum;

3 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (selanjutnya disebut "UU.Kehakiman No. 48/ 2009") mengatur sebagai 

berikut: 

Pasal 24 ayat (1) UU.Kehakiman No. 48/2009: 

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan 

Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal 

atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang." 

4 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung 

No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU. Mahkamah Agung"): 

"Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan 

alasan-alasan sebagai berikut: 

a Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak 

lawan yan diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang 

kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 

b Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 

rnenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat 

ditemukan; 

c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari 

pada yang dituntut; 

d Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 

dipertimbangkan sebab-sebabnya; 

e Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas 

dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan 

putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 
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f Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilapan hakim atau 

suatu kekeliruan yang nyata."  

5 Bahwa kewenangan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa juga 

diperbolehkan berdasarkan Pasal 295 UU. Kepailitan No. 37/2004 diatur sebagai berikut: 

(1) "Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada 

Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 

(2)  Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila: 

a Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang 

pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tapi belum diitemukan; atau 

b dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.  

6 Bahwa Peninjauan Kembali bukanlah suatu bentuk,Upaya Hukum Biasa, akan 

tetapi merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang diberlakukan melalui doktrin process 

doelmatigheid atau kepentingan beracara yang memberikan kembali kewenangan bagi 

Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan kembali suatu putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

7 Bahwa, secara teori pengertian Peninjauan Kembali bukan merupakan upaya 

hukum biasa, akan tetapi merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap 

putusan pengadilan yang terhadapnya telah tertutup upaya hukum. Pengertian 

Peninjauan Kembali sebagai suatu Upaya Hukum Luar Biasa ditekankan oleh DR. Lilik 

Mulyadi,SH.MH dalam bukunya "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata- Teori, 

Praktek, Tehnik Membuat Dan Permasalahannya", Penerbit PT Citra Adtya Bhakti, 

Bandung 2009 halaman 351, yang dapat dikutip sebagai berikut : 

“….. Upaya hukum Peninjauan Kembali (request civil) merupakan suatu upaya 

agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ataupun Mahkamah 

Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), mentah 

kembali. "

8 Bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum khusus atau upaya hukum 

luar biasa juga digambarkan oleh Darwan Prinst, SH dalam bukunya “Strategi 

Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", penerbit PT. Citra Adilya Bakti, Bandung 

2002, halaman 218-219 yang berpendapat, antara lain dikutip sebagai berikut: 

"Peninjauan Kembali (Request Civil) adalah suatu upaya untuk memeriksa 

atau mematahkan kembali suatu putusan Pengadilan (PN,PT,MA) yang telah 

berkekuatan hukum tetap guna membatalkannya. " 



Sama seperti kedua ahli hukum di atas, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya 

yang berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Perkara 

Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Agustus 2008, halaman 442-443 secara tegas 

juga berpendapat bahwa Peninjauan Kembali bukanlah merupakan upaya 

hukum biasa, akan tetapi merupakan upaya hukum luar biasa. Lebih lanjut M. 

Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat akhir 

ataupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya 

lahir dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung saja, akan tetapi juga dapat lahir 

dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terhadapnya telah 

tertutup upaya hukum, dimana pendapat tersebut antara lain dikutip sebagai 

berikut: 

"Oleh karena itu, meskipun putusan itu putusan pengadilan tingkat 

pertama (PN, PA, PTUN), apabila terhadapnya telah tertutup upaya 

banding, demi hukum langsung BHT. Terhadapnya terbuka upaya hukum luar 

biasa (buitengewoonte rechtsmiddel, extraordinary legal remedy) berdasarkan 

Pasal 67 UU MA”; 

9 Bahwa pembedaan tentang Upaya Hukum Khusus dengan Upaya Hukum Biasa 

(Kasasi) secara tegas juga dinyatakan dalam UU. Kepailitan No. 37/2004, misalnya 

ketentuan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 58 ayat (4) dan juga Pasal 290, yang 

dikutip sebagai berikut:   

Pasal 58 ayat (4) UU.Kepailitan No.37/2004: 

"Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk Peninjauan 

Kembali." 

Pasal 290 UU.Kepailitan No.37/2004: 

"Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap 

putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan 

sebagaimana dimaksud dalam bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan 

PasaI 14." 

Bahwa ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 U U. Kepailitan No. 37/2004 

tersebut adalah tentang upaya hukum biasa, yaitu kasasi, sementara ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 14 tersebut adalah upaya hukum luar biasa, yaitu 

peninjauan kembali. Dan kedua Pasal tersebut menjadi sangat jelas bahwa 

ketika UU. Kepailitan No.37/2004 menutup ataupun membuka suatu upaya 
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hukum, (baik upaya hukum "Kasasi", ataupun upaya hukum luar biasa 

"Peninjauan Kembali"), ternyata jenis upaya hukum dan upaya hukum luar 

biasa tersebut secara tegas disebutkan; 

10 Bahwa Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 290 UU.Kepailitan No.37/2004 berbeda 

dengan Pasal 91 UU. Kepailitan No. 37/2004 yang menyatakan: 

"Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit 

ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang 

ini menentukan lain". 

Lebih lanjut bagian Penjelasan Pasal 91 UU.Kepailitan No.37/2004 

menyatakan sebagai berikut: 

"Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan administratif, misalnya 

penetapan tentang honor Kurator, pengangkatan atau pemberhentian Kurator. 

Yang dimaksud dengan “Pengadilan dalam tingkat terakhir" adalah bahwa 

terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum."  

Apabila dibandingkan antara Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 290 UU. Kepailitan 

No.37/2004 dengan Pasal 91 UU. Kepailitan No.37/2004, menjadi sangat jelas 

bahwa dalam Pasal 91 UU.Kepailitan No.37/1004 tidak dicantumkan larangan 

terhadap upaya hukum luar biasa. Oleh karenanya semua penetapan 

berdasarkan Pasal 91 UU.Kepailitan No.37/2004 haruslah diartikan sebagai 

tidak terbukanya upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi), namun terhadap 

Penetapan Hakim berdasarkan Pasal 91 UU.Kepailitan No.37/2004 tidak 

tertutup upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Sehingga terbukti 

sangat berdasar kiranya pengajuan upaya hukum luar biasa, Peninjauan 

Kembali terhadap Penetapan Imbalan Jasa & Biaya Kepailitan No. 48/

Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 

2013 tersebut;

11 Bahwa dalam Perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. 

Lidi Manunggal Perkasa terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tentang 

Fee Kurator dalam Putusan No. 169 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 26 April 2012 terbukti 

tidak ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan alasan Pasal 91 UU. 

Kepailitan No.37/2004. Majelis Hakim Peninjuan Kembali  Mahkamah Agung ternyata 

menerima dan memeriksa perkara tersebut, walaupun pada akhirnya ditolak, akan tetapi 

dengan pertimbangan hukum bahwa Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 

Kembali tidak bersifat menentukan;



Bahwa demikian pula halnya pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan 

terhadap penetapan (beshickking) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama 

Pandeglang berdasarkan Putusan No. 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991. 

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung mengabulkan 

Permohonan Peninjauan Kembali tersebut serta membatalkan Penetapan 

pengadilan Agama tersebut (M. Yahya Harahap, SH dalam buku "Kekuasaan 

Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara 

Perdata", halaman 444);

12 Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali a quo diajukan atas alasan yang kuat 

bahwa Terdapat Kekeliruan Yang Nyata dalam Penetapan Majelis Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor. 

704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013, sehingga telah memenuhi Pasal 295 ayat 

(2) huruf (b) UU. Kepailitan No.37/2004, dimana telah pula diajukan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 296 ayat (2) UU. Kepailitan No.37/2004, sehingga oleh karenanya, demi 

keadilan dan kepastian hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini haruslah diterima; 

II. ADAPUN KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH   

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 

A MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI 

JAKARTA PUSAT TELAH SALAH ATAU SECARA NYATA SANGAT KELIRU 

DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU TELAH MELANGGAR HUKUM YANG 

BERLAKU. 

A.1. Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah 

atau secara nyata sangat keliru dalam menerapkan hukum yang menjadi 

dasar Pedoman Besarnya Imbalan Bagi Kurator dengan mendasarkannya 

pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-

HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi 

Kurator dan Pengurus tanggal 22 September 1998. padahal pedoman 

tersebut telah digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Azasi Manusia No.01 tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang 

Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus ("Permenkumham 

01/2013") 

1 Bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-

HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan 

Pengurus tanggal 22 September 1998, telah digantikan oleh Peraturan Menteri Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus (selanjutnya disebut, "Permenkumham 01/2013") 

yang diundangkan pada tanggal 11 Januari 2013, dimana dalam Pasal 2 huruf (c) secara 

tegas mengatur hal 

sebagai berikut: 

"dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat Kasasi 

ataupun Peninjauan Kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh 

hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit, " 

2 Bahwa pada Pasal 8 Ketentuan Penutup Permenkumham No. 01/2013 tersebut 

secara tegas diatur sebagai berikut:

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 

tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan 

Pengurus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." 

3 Bahwa walaupun Para Termohon Peninjauan Kembali selaku Para Kurator 

diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No. 48/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012, namun tugas Para 

Termohon Peninjauan Kembali tidak serta merta berakhir pada saat diterimanya putusan 

Kasasi 704K/PDT.SUS/2012 yang membatalkan kepailitan PT. Telekomunikasi Selular 

pada tanggal 10 Januari 2013, akan tetapi hak dari Para Termohon Peninjauan Kembali 

tersebut untuk mengajukan Imbalannya timbul setelah selesai menjalankan kewajiban 

hukumnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan No.37/2004;

4 Bahwa sangat tidak mendasar dan sangat keliru pertimbangan dari Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada paragraph ke 2 halaman 3 

dari Penetapannya No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. Nomor. 704K/Pdt.Sus/2012 

tanggal 31 Januari 2013 yang menyatakan bahwa berakhirnya tugas Kurator adalah 

tanggal 10 Januari 2013, seperti yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Tugas Kurator telah berakhir pada Tanggal 10 

Januari 2013 bersamaan dengan diterimanya Putusan Mahkamah 

Agung No. 704K/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012." 

Dimana pertimbangan hukum tersebut sangat mirip dengan pendapat 

dari Hakim Pengawas, Sutoto Adiputro dalam suratnya No.W.10.UI/

tertanggal 25 Januari 2013, (yang dialamatkan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perihal : 

Tanggapan Atas Surat Kuasa Hukum Telkomsel, yang dilampirkan 



dalam angka 3 jawaban Surat Ketua Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No.W10.U1. Pdt.02.11.2013.01 

tanggal 04 Februari 2013 kepada Tim Kuasa Hukum Telkomsel 

sebagai jawaban terhadap Surat No. 06/I/RSP/SI/2013 tanggal18 

Januari 2013, Perihal Informasi Tentang Telah Berlakunya 

Permenkumham No.01/2013) yang dikutip sebagai berikut: 

"Bahwa berdasarkan Laporan Akhir, Kurator telah menerima relaas 

Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012 

pada tanggal 10 Januari 2013, dengan demikian secara juridis tugas 

Kurator telah selesai pada tanggal 10 Januari 2013." 

5 Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan No.37/2004 secara jelas 

diatur sebagai berikut: 

“(1). Kurator wajib mengumumkan putusan Kasasi atau 

Peninjauan Kembali yang membatalkan Putusan Pailit dalam 

Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) 

surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (4)." 

6 Bahwa kewajiban Para Termohon Peninjauan Kembali selaku Kurator untuk 

mengumumkan Putusan Kasasi yang membatalkan Putusan Pailit merupakan 

pelaksanaan asas publisitas yang sangat penting dan wajib dilakukan untuk menyatakan 

secara resmi dan formal kepada publik tentang telah berakhirnya status kepailitan dari 

seorang Termohon Pailit;

7 Bahwa dengan adanya kewajiban dari Para Termohon Peninjauan Kembali untuk 

mengumumkan pembatalan kepailitan Telkomsel berdasarkan Paset 17 ayat (1) UU 

Kepailitan No. 37/2004, maka tugas Para Termohon Peninjauan Kembali selaku Kurator 

baru dinyatakan selesai setelah seluruh kewajiban yang dibebankan oleh UU Kepailitan 

No.37/2004 telah dilaksanakan, termasuk kewajiban untuk mengumumkan Putusan 

Kasasi yang membatalkan Putusan Pailit tersebut. 

Dengan dilaksanakannya kewajiban dari Para Termohon Peninjauan 

Kembali untuk mengumumkan pembatalan kepailitan Telkomsel 

berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan No.37/2004, maka tugas 

Para Termohon Peninjauan Kembali selaku Kurator baru dinyatakan 

selesai. 

Dengan pengertian lain, belumlah memungkinkan seorang Kurator 

mengajukan usulan Imbalan Jasa Kurator sebelum Kurator 
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menyelesaikan tugas yang secara yuridis nyata-nyata diwajibkan oleh 

Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan No.37/2004; 

8 Bahwa setelah diumumkannya Putusan Kasasi yang membatalkan Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 

September 2013 dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian (Kompas dan Bisnis Indonesia), 

barulah tugas Para Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan selesai. Dengan selesainya 

tugas tersebut, memberikan dasar bagi Para Termohon Peninjauan Kembali untuk 

mengajukan laporan akhir pelaksanaan tugasnya, termasuk mengajukan Imbalan Kurator 

ke Majelis Hakim Niaga berdasarkan Pasal 91 UU. Kepailitan No.37/2004 melalui 

Hakim Pengawas;   

9 Berdasarkan fakta bahwa berakhirnya tugas dari Tim Kurator Telkomsel adalah 

pada tanggal 14 Januari 2013, maka dasar dari pengajuan Imbalan Jasa Para Termohon 

Peninjauan Kembali haruslah didasarkan pada Permenkumham No. 01/2013, karena 

tanggal 14 Januari 2013 tersebut telah melampaui tanggal tanggal 11 Januari 2013, 

sebagai tanggal mulai berlakunya Permenkumham No. 01/2013 berdasarkan Pasal 9, 

yang secara jelas dan tegas mengatur sebagai berikut: 

"Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan." 

10 Bahwa, ternyata Para Termohon Peninjauan Kembali pun baru mengajukan Surat 

Permohonan Penetapan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan No. 01/KUR-TLK/

I/2013 pada tanggal 22 Januari 2013, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Niaga Pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang mendasarkan pembayaran Imbalan Para Termohon Peninjauan Kembali pada 

peraturan yang lama yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 

M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan 

Pengurus tanggal 22 September 1998 yang sudah tidak berlaku lagi adalah sangat nyata 

keliru, tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga oleh 

karenanya Penetapan Imbalan Jasa dan Biaya Kepailitan tersebut haruslah ditolak, 

seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

mendasarkan Penetapannya pada Permenkumham No. 1 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 

2013 bukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor: M.09-HT.05.10 tahun 1998 yang tidak berlaku lagi karena proses pengajuan 

Permohonan dari Para Termohon Peninjuan Kembali a-quo- dan terbitnya Penetapan 

atas permohonan itu terjadi setelah Permenkumham No. 1 Tahun 2013 telah berlaku;  

A.2. Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah 

dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mendasarkan perhitungan 



Imbalan Jasa Bagi Kurator berdasarkan persentase, padahal seharusnya 

dasar perhitungan tersebut adalah didasarkan pada jam kerja yang 

terpakai (hourly basis).

1 Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 2 ayat (1) huruf (a) (b) (c) dan ayat (2) 

Permenkumham No. 01 tahun 2013, penentuan Imbalan bagi Kurator ditentukan sebagai 

berikut: 

"Bab II 

Penentuan Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus Pasal 2 

(1) Banyaknya imbalan bagi Kurator ditentukan sebagai berikut: 

a Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, banyaknya imbalan adalah 

sebanyak presentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan 

dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

b Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah 

sebanyak presentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit diluar utang dengan 

perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau 

c Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau 

peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada 

pemohon pernyataan pailit; 

(2) Hakim dalam menentukan banyaknya imbalan sebagai-mana 

dimaksud pada ayat (1) huruf C, wajib mempertimbangkan 

pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, 

kemampuan dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan."  

2 Bahwa bila dibandingkan antara huruf (a), (b), dengan huruf (c) dari Pasal 2 ayat 

(1) maka sangat terlihat nyata perbedaan dari tata cara penentuan Imbalan Kurator 

tersebut, dimana ketentuan dalam huruf (a) dan huruf (b) jelas-jelas mengatur bahwa 

dasar perhitungan Imbalan Kurator adalah berdasarkan "persentase" dari nilai hasil harta 

pailit ataupun "persentase" dari nilai hasil pemberesan harta pailit. Akan tetapi pada 

ketentuan huruf (c) sama sekali tidak mengatur bahwa dasar dari penentuan Imbalan 

kurator adalah berdasarkan "persentase" akan tetapi mengatur bahwa dalam hal 

permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, 

banyaknya imbalan ditetapkan oleh Hakim; 

3 Bahwa tata cara bagi Hakim untuk menetapkan besarnya imbalan Kurator seperti 

yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Huruf (c) tersebut haruslah didasarkan pada Pasal 2 
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ayat (2) Permenkumham No.1 Tahun 2013 dimana Majelis Hakim wajib 

mempertimbangankan hal-hal sebagai berikut: 

a Pekerjaan yang telah dilakukan 

b Tingkat kerumitan pekerjaan 

c Kemampuan, dan 

d tarif kerja dari kurator yang bersangkutan. 

Dari dasar pertimbangan untuk menetapkan Imbalan Kurator seperti 

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 1 tahun 2013 

tersebut, sangat jelas bahwa dasar dari pertimbangan untuk 

menentukan imbalan Kurator sebagai konsekuensi dari dibatalkannya 

putusan pailit pada tingkat Kasasi haruslah didasarkan pada 

perhitungan jam kerja terpakai (hourly basis). Karena selain dari 

dasar pertimbangan; a). Pekerjaan yang telah dilakukan, b). Tingkat 

kerumitan pekerjaan, c). kemampuan, maka dasar penetapan atas 

pertimbangan tarif kerja dari kurator menjadi alasan yang sangat kuat 

dan tidak terbantahkan bahwa dasar pertimbangan untuk penetapan 

Imbalan Kurator sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (c) 

Permenkumham No.1 tahun 2013 haruslah didasarkan jam kerja 

terpakai (hourly basis); 

4 Bahwa andaipun Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat 

menggunakan Peraturan yang lama; yaitu, Keputusan menteri Kehakiman Republik 

Indonesia No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi 

Kurator dan Pengurus -Quod- Non-, tetap saja 

dasar perhitungan dari penetapan imbalan kurator harus dilakukan berdasarkan 

perhitungan jam kerja terpakai (hourly basis) bukan berdasarkan "persentase" dari harta 

pailit. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998, juga mengatur sebagai berikut: 

“Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1 huruf (e) hakim wajib mempertimbangkan, pekerjaan 

yang telah dilakukan; tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan 

tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling 

Tinggi 2% dari harta debitor," 

Dimana jelas-jelas, ketentuan tersebut selain dari harus 

mempertimbangan pekerjaan yang. telah dilakukan, kemampuan 



Kurator yang bersangkutan, harus pula mendasarkan pada tarif kerja 

dari kurator tersebut;

5 Bahwa, sangat memperihatinkan tentang pemahaman Majelis Hakim Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan No. 48/Pailit/2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013 bila menggunakan 

persentase sebagai dasar dari penetapan 

perhitungan imbalan Kurator semata-mata berpegangan pada phrase; 

" ... ,dengan ketentuan paling Tinggi 2% dari harta debitor” 

Penyebutan 2% tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai 

dasar dari perhitungan imbalan Kurator, melainkan sebagai suatu 

batasan maksimal manakala jumlah jam kerja terpakai (hourly basis) 

yang diajukan oleh Kurator ternyata tidak sebanding dengan rasio 

harta debitor yang ada, sehingga dilakukan pembatasan bahwa 

perhitungan jam terpakai (hourly basis) tersebut Besarnya tidak 

boleh melebihi 2% dari asset Termohon Pailit;

Penggunaan kata-kata "dengan ketentuan" memberikan pemahaman 

yang jelas bahwa ukuran pada imbalan kurator sehubungan dengan 

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

No.M.09-HT.05.10 tahun 1998, bukan didasarkan pada "persentase", 

akan tetapi penerapan perhitungan imbalan kurator berdasarkan 

perhitungan jam terpakai (hourly basis); dengan ketentuan diaturnya 

batasan besaran imbalan imbalan kurator yang diperhitungkan secara 

hourly basis tersebut, jikapun jumlahnya sangat besar dibandingkan 

dengan harta debitor pailit, haruslah setara dengan paling Tinggi 2 

persen dari asset Termohon Pailit; 

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Penetapan Imbalan Jasa & Biaya 

Kepailitan berdasarkan persentase tersebut di atas adalah sangat nyata keliru, 

tidak berdasar dan jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh 

karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat 

untuk menolak dan membatalkan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.NIAGA. 

Jkt.Pst Jo. No. 704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013; 

A.3. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan 

Perundangan. 
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1 Bahwa Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Penetapan 

No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013 

sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap: pekerjaan yang telah dilakukan, 

kemampuan, dan tarif kerja dari kurator sebagai dasar dari penetapan Imbalan Kurator 

yang diputuskannya;

2 Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya 

memberikan pertimbangannya sebagai berikut: 

“Menimbang bahwa Majelis hakim Pemutus tidak sependapat dengan 

jumlah fee/jasa kurator yang diajukan oleh Kurator berdasarkan 

Surat permohonan No. 01/KUR-TLK/I/2013; tertanggal 22 januari 

2013…….  

Menimbang; bahwa Majelis hakim Pemutus berpendapat bahwa fee/

imbalan jasa kurator yang layak adalah sebesar 0,5% (nol koma lima 

persen) dari aset debitur sebesar 58.723.227.000.000,00 (lima puluh 

delapan trilliun tujuh      ratus dua puluh tiga milyar dua ratus dua 

puluh tujuh juta rupiah) Sehingga besaran fee/jasa kurator adalah 

sejumlah    Rp 58.732.227.000. 000,00 x 0.5% = 

Rp293.616.135.000,00 dengan pembulatan menjadi 

Rp293.616.000.000 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus 

enam belas juta rupiah); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pemutus sependapat dengan 

jumlah biaya kepailitan yang diajukan oleh kurator berdasarkan 

Surat Permohonan No.01/KUR-TLK/l/2013 tertanggal 22 Januari 

2013 sebesar Rp240.500.000. (dua ratus empat puluh juta lima ratus 

ribu rupiah) ……. " 

3 Bahwa sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam 

menetapkan imbalan Kurator sama sekali tidak mempertimbangkan Permenkumham No. 

01/2013 atau bahkan bilapun menggunakan Keputusan, Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia No.M.09-HT.05.10 tahun 1998 yang sudah tidak berlaku, -Quod Non-, tetap 

saja secara jelas yang menjadi dasar dan melandasi Penetapan tersebut.adalah sebagai 

berikut: 

- pekerjaan yang telah dilakukan; 

- tingkat kerumitan pekerjaan; 

- kemampuan; dan 

- tarif kerja dari kurator yang bersangkutan. 



Oleh karena dasar dari penetapan imbalan Kurator tersebut tidak 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 

jetas-jelas telah terjadi kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 

Penetapan Imbalan Jasa & Biaya Kepailitan tersebut, karena sama 

sekali tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan di 

atas, sehingga oleh karenanya harus secara tegas ditolak; 

4 Bahwa, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat, dalam Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor. 704K/

Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013, ternyata juga tidak memberikan pertimbangan 

yang seharusnya dalam memeriksa kelayakan 

biaya kepailitan yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut, 

sehingga telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kesalahan fatal dalam penerapan hukum 

yang berlaku sebagai dasar dari Penetapan Imbalan Jasa & Biaya Kepailitan sebagai 

konsekuensi dibatalkannya status pailit dari Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena 

itu, berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, sangat selayaknya Penetapan Imbalan 

Jasa 

& Biaya Kepailitan perkara a quo untuk ditolak; 

B PENETAPAN IMBALAN JASA & BIAYA KEPAILITAN SANGAT 

BERHUBUNGAN DENGAN KEPENTINGAN ORANG LAIN YANG 

BERHUBUHGAN DENGAN PERKARA KEPAILITAN No. 48/ PAILlT/2012/

PN.NIAGA.Jkt.Pst Jo. No.704K/Pdt.Sus/2012, SEHINGGA PEMERIKSAAN DALAM 

PERSIDANGAN SUDAH SEHARUSNYA MELIBATKAN PlHAK-PIHAK YANG 

BERKEPENTINGAN TERSEBUT. 

1 Bahwa dasar dari pengangkatan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah 

sehubungan dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 48/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst 

terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Turut Termohon Peninjauan 

Kembali, dimana Putusan tersebut telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali 

Pailit, dan kemudian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

tersebut dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012 pada 

tanggal 21 November 2012;

2 Bahwa sehubungan dengan dasar dari penetapan imbalan Kurator sangat 

berhubungan dengan kepentingan orang lain, maka sangatlah tidak adil apabila 

penetapan tersebut dilakukan hanya didasarkan hubungan antara Kurator, Hakim 
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Pengawas, dan Majelis Hakim Pemutus, tanpa melibatkan sama sekali Pemohon 

Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali, khususnya .dalam 

memberikan masukan-masukan terhadap dasar-dasar pertimbangan seperti yang telah 

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Menteri Hukum tentang Penetapan Imbalan 

Kurator tersebut di atas; 

Dengan kalimat lain, tindakan dari majelis hakim pemutus yang begitu saja 

memutuskan Imbalan Kurator tanpa melibatkan pihak-pihak yang 

berperkara adalah sangat tidak adil dan cenderung semena-mena, padahal 

pengadilan yang menjadi institusi pemutus tersebut berdasarkan Pasal 91 

UU. Kepailitan No.37/2004 dikategorikan merupakan pengadilan terakhir; 

3 Bahwa akan sangat merugikan konsekuensi dari Penetapan Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan No. 48/Pailit/2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor. 704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013, yang telah 

dilakukan dengan dasar-dasar pentimbangan yang jelas-jelas bertentangan dengan 

hukum, akan tetapi terhadap Penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. 

Sehingga akan sangat terjadi ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum terhadap suatu 

Penetapan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum ataupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan status akhir dari peradilan tersebut juga dapat berpotensi 

untuk disalahgunakan; 

4 Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, walaupun dasar dari pengajuan 

permohonan bersifat voluntair, akan tetapi karena melibatkan kepentingan orang lain, 

maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara sepihak (ex parte) akan tetapi 

melibatkan pihak lain harus diperiksa secara contentiosa. Ketentuan ini, telah menjadi 

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Terbitan 

Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 pada angka 6 halaman 44 yang 

antara lain dikutip sebagai berikut: 

"walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan 

yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang 

berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 undang-

undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, Pasal 110 dan Pasal 117 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas (Catatan Pemohon Peninjauan Kembali; Pasal 

110 tentang Pemeriksaan Pemeriksaan Perseroan dan Pasal 117 telah 

dirubah menjadi Pasal 138 dan Pasal 146 UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas) namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai 



perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya 

terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus 

diselesaikan dengan cara contentiosa, yaitu pihak-pihak yang 

berkepentingan harus ditarik sebagai termohon, sehingga asas Audi et 

Alteram Partem terpenuhi."  

Bahwa tindakan Majelis Hakim yang mengeluarkan Penetapan No. 48/

Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor. 704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 

Januari 2013 dengan tidak memanggil Pemohon Peninjauan Kembali dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum untuk didengar pendapat atau 

diminta masukan-masukannya, adalah sangat berbeda dengan tata cara dan 

sikap yang telah dilakukan oleh Majelis-Majelis Hakim sebelumnya yang 

memutuskan Penetapan serupa yaitu antara lain dalam (i) Penetapan No.52/

Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 834K/Pdt.Sus/ 2009 tanggal 13 April 

2010 atas Permohonan dari Kurator Safitri Hariani,SH.,MH sehubungan 

dengan perkara Kepailitan No. 52/Pailitl2009/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. 

Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melawan Crown Capital Global 

Limited, dan (ii) Penetapan Imbalan Kurator sehubungan dengan kepailitan 

PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang dibatalkan pada tingkat Kasasi 

yang juga melibatkan pihak PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

5 Bahwa, dalam perkara-perkara kepailitan terdahulu tersebut di atas, ternyata 

bahwa sebelum mengeluarkan Penetapan mengenai Biaya dan Imbalan Kurator jelas-

jelas Majelis Hakim Pemutus telah memanggil Para Pihak, yaitu Pemohon Pailit, 

Termohon Pailit serta Kurator atas adanya Permohonan Pengajuan Biaya dan Kurator 

yang diajukan Kurator dalam persidangan yang terbuka untuk umum, namun ternyata 

dalam perkara ini, terbukti Majelis Hakim Pemutus sama sekali tidak memanggil para 

pihak (terutama Pemohon Peninjauan Kembali) untuk didengar dan diminta pendapatnya 

sebelum atau pada saat mengeluarkan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. 

Nomor. 704K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013, padahal Pemohon Peninjauan 

Kembali telah menyampaikan Surat No. 6/I/RSP/SI/2013 tertanggal 18 Januari 2013 

kepada Hakim Pengawas yang ditembuskan kepada Majelis Hakim Pemutus dan juga 

Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana terhadap surat 

tersebut Pemohon Peninjauan kembali baru mendapatkan jawaban dari Ketua Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 4 Februari 2013, lima hari setelah 

tanggal Penetapan Imbalan Jasa & Biaya Kepailitan tersebut ditetapkan;
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6 Berdasarkan tatacara beracara yang menjadi pedoman dari Peradilan Perdata 

Umum tersebut di atas, sangat jelas bahwa tindakan dari Majelis Hakim Pengadilan 

Niaga, sebagai bagian dari Peradilan Umum, seharusnya tunduk kepada ketentuan 

tersebut, dalam upaya pelaksanaan prinsip asas Audi et Alteram Partem. Bahwa dengan 

telah tidak terpenuhinya asas Audi et Alteram Partem dalam membuat Penetapan 

imbalan Jasa & Biaya Kepailitan tersebut, maka telah terjadi kesalahan dan kekeliruan 

hakim dalam membangun dasar pertimbangan hukumnya, yang mengakibatkan putusan 

tersebut harus menjadi batal;

7 Bahwa adalah kewajiban dari seorang Hakim untuk melaksanakan asas audi et 

alteram partem dengan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua pihak yang 

berperkara untuk mengajukan pembelaan atas hak dan kepentingan hukumnya masing-

masing. Oleh karena itu Hakim haruslah menegakkan asas Imparsialitas; 

M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang 

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" 

terbitan Sinar Grafika, Tahun 2005 halaman 73, menjelaskan pengertian 

asas imparsiatitas sebagai berikut: 

"Asas imparsialitas (impartiality) mengandung pengertian yang luas, 

meliputi pengertion: 

•   tidak memihak (impartial) 

•  bersikap jujur atau adil (fair and just) 

•  tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan 

mendudukkan para pihak yang berperkara dalam keadaan 

setara di depan hukum (equal before the law); 

Memperhatikan pengertian asas impersialitas dimaksud, pengadilan 

atau hakim tidak boleh bersikap memihak, menyebelah kepada salah 

satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan 

persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak. 

Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar 

mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil)." 

8 Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Kasasi No.852 K/Pdt.Sus/2010 dalam kasus 

permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Pertamina Dana Ventura terhadap PT. 

Eurocapital Peregrine Securities menyatakan antara lain yang dikutip sebagai berikut: 

"bahwa sikap tindak Judex facti yang menolak dan atau tidak memberi 

kesempatan yang sama kepada Pemohon Kasasi untuk 

mengajukan bantahan atas dalil-dalil jawaban Termohon Kasasi yang 



diserahkan melampaui batas. waktu sidang untuk acara jawaban, 

merupakan pelanggaran atas asas yang berlaku dalam hukum acara 

perdata, in casu asas Audi et Alteram Partem; 

Bahwa menurut hukum dan telah menjadi Yurisprudensi tetap 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, in casu berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung No. 667K/Sip/1973 tanggal 28 Agustus 1974 juncto 

putusan Mahkamah Agung No. 454K/Pdt/1991 tanggal  29 Januari 1993 

juncto putusan Mahkamah Agung No.516 K/Sip/1995 tanggal 27Juni 1997, 

bahwa putusan pengadilan yang melanggar asas Audi Et Alteram partem 

yang dianut dalam hukum acara pengadilan (perdata) adalah batal dan 

tidak memiliki kekuatan hukum." 

C. Majelis Hakim Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutuskan Penetapan No. 

48/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst Jo. Nomor.704 K/Pdt.Sus/2012 

1 Bahwa Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutuskan Penetapan No. 

48/Pailit/2012/PN.Niaga.Pst No.704 K/Pdt.Sus/2012 telah melakukan kekeliruan yang 

nyata karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat secara formil tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang untuk 

memeriksa dan memutusan Penetapan a-quo; 

2 Bahwa, Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan 

Penetapan a-quo- berdasarkan pada fakta bahwa Putusan tingkat Kasasi No. 704 K/

Pdt.Sus/2012 telah membatalkan kepailitan Pemohon Peninjauan Kembali (PT. 

Telekomunikasi Selular). 

3 Bahwa, Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan No. 37/2004 menyatakan, "Majelis 

hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan 

dan imbalan jasa kurator." Penjelasan Pasal 17 ayat (2), "Penetapan biaya kepailitan 

dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan yang memutus perkara kepailitan 

berdasarkan rincian yang diajukan oleh kurator setelah mendengar pertimbangan 

hakim pengawas." 

4 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 berikut 

Penjelasannya tersebut dinyatakan secara tegas bahwa yang berwenang memeriksa dan 

menetapkan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan adalah pada tingkat dimana 

putusan pembatalan pailit itu dijatuhkan;

5 Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pembatalan kepailitan 

Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Telekomunikasi Selular) terjadi pada tingkat Kasasi, 

sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Penjelasannya maka 
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yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya 

Kepailitan adalah Majelis Hakim No. 704 K/Pdt.Sus/2012 (Majelis Hakim tingkat 

Kasasi) yang membatalkan pailit Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Telekomunikasi 

Selular). Dengan demikian, Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt. Pst jo Nomor 

704 K/Pdt.Sus/2012 batal demi hukum karena diperiksa dan diputuskan oleh Majelis 

Yang tidak berwenang untuk itu; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut 

Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I, II.A,B,C

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti 

secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2013 dan jawaban alasan 

peninjauan kembali tanggal 11 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan judex 

facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah 

melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasan Pasal 91 

tersebut, terhadap honor kurator ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir 

kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan yang dimaksud dengan Pengadilan 

dalam tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya 

hukum;

Dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan secara tegas apakah termasuk upaya hukum 

luar biasa;

Dalam kasus penetapan honor kurator dalam perkara Nomor 048/Pailit/2012/ 

PN.Niaga.Jkt.Pst, telah menimbulkan reaksi dari masyarakat, maka Mahkamah Agung 

sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelanggaran peradilan 

pada semua badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang dalam hal 

ini termasuk Penetapan Honor Kurator tersebut. Begitu pula Pasal 24 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan terhadap 

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan 

dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal 

atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa perkara ini;



Bahwa, terhadap alasan peninjauan kembali dalam perkara a quo dapat 

dibenarkan, karena dalam penetapan fee/imbalan kurator terdapat adanya kekhilafan 

Hakim atau suatu kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis pemeriksa perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam 

menetapkan fee kurator tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.09-

HT.05.10 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998. Dalam Pasal 2 ayat (1) c. keputusan 

Menteri Kehakiman tersebut yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1998 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 

dimana Pasal 2 ayat (1) c. tersebut menyatakan: “bahwa dalam hal permohonan 

pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan 

jasa ditetapkan oleh Hakim dan dibebankan kepada debitor” hal mana bertentangan 

dengan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan 

“Beaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (putusan pernyataan pailit yang dibatalkan) 

dibebankan kepada Pemohon Pernyataan Pailit atau kepada Pemohon dan Debitor dalam 

perbandingan yang ditetapkan oleh majelis Hakim tersebut”;

Bahwa Penetapan Majelis Hakim tentang fee kurator tersebut ditetapkan pada 

tanggal 31 Januari 2013 sedangkan pada tanggal 11 Januari 2013 telah dikeluarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan 

bagi Kurator dan Pengurus;

Dalam Pasal 2 ayat (1) c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013 tersebut juga 

menyebutkan “dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau 

peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditentukan oleh Hakim dan dibebankan kepada 

Pemohon Pernyataan Pailit;

Hal inipun berbeda dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 yang membebankan kepada Pemohon Pernyataan Pailit atau kepada 

Pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut;     

Jadi wewenang untuk menentukan beban kepada siapa adalah wewenang Majelis Hakim;

Dalam Penetapan fee kurator oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 48/Palit/ 2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012, kurator telah mengajukan beaya 

kepailitan sebesar Rp587.232.227.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua 

ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan 1 % dari 

Rp587.232.227.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua 

juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah) tanpa adanya perincian tentang pekerjaan yang 

telah dilakukan, kemampuan dan tarif biaya dari kurator yang bersangkutan dan Majelis 
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menetapkan 0,5 % dari aset Debitor sebesar Rp587.232.227.000,00 (lima ratus delapan 

puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

Putusan Majelis tersebut juga tidak merinci berapa biaya terhadap pekerjaan yang 

telah dilakukan, kemampuan dan tarif biaya dari kurator tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim Peninjauan Kembali terhadap perkara     a quo 

belum dapat menentukan secara pasti berapa jumlah dari fee kurator tersebut karena 

tidak mengajukan perincian tentang pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan 

pekerjaan kemampuan dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan; 

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutuskan untuk 

mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut dan membatalkan putusan judex 

facti serta menyatakan permohonan fee kurator tidak dapat diterima;

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,   Mahkamah 

Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan 

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT 

TELEKOMUNIKASI SELULAR tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 

tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara 

ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali 

dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Keberatan (Tim 

Kurator) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan 

dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;  

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta 

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali PT TELEKOMUNIKASI SELULAR tersebut; 

Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 

Januari 2013;



MENGADILI KEMBALI  

Menyatakan permohonan Para Pemohon: 1. FERRI S. SAMAD, SH.,MH,  2. 

EDINO  GIRSANG, SH., dan 3. MOHAMAD SADIKIN, SH./Tim Kurator PT  

TELEKOMUNIKASI SELULAR (Dalam Pailit) tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Tim Kurator untuk membayar 

biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang 

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 

Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, 

SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Majelis, H. Djafni Djamal, SH.,MH. dan I Made Tara, SH.  Hakim-Hakim Agung, 

masing-masing sebagai Anggota, putusan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  

umum  pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan 

Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota,           Ketua, 

 ttd/. H. Djafni Djamal, SH.,MH.         ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd/. I Made Tara, SH.

                    Panitera Pengganti  

           ttd/.Retno Kusrini, SH.,MH.

Biaya-biaya : 

1 M e t e r a i ……………..Rp         6.000,00
2 R e d a k s i ……………..Rp         5.000,00 
3 Administrasi 

Peninjauan Kembali  …. Rp  9.989.000,00 +
Jumlah   = Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n.  Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013
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